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KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Koe6 tahui‘i 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.4l) telah
dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan pada hakekatnja
adalah landjutan dari Dewan Pengawas ngan dahulu;

bahwa pengangkatan Pemsriksa xemn?n Azunillotua Pimpinan
Badan generiksa Keuangan ex pasal ajgt (1) Peraturan
Pemerint ah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964 terse-
but diatas pada hakekatnja telah terlaksana dongm diang-
katnja Sri Sultan Hamengku Buwono IX termaksud dalam ke-
utusan Presiden No.158 tahun 1964 dalam rangka Kabinet
erdja jo. Kabinet Dwikora, dengan kedudukan sebagai Men-
teri/Ketua Pimpinan Badan E’mriksa Kewangan jang diper-
samakan dengan Ment eri Koordingtor Kompartimen;

bahwa untuk melaksanakan tugas Badan Pemeriksa Kewangan
masih harus diangkat beberapa Pereriksa Kewangan Agung

lnda/uﬁ;ota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal
- Y ajat {2)

Peraturan Pemerim sh Penggarti Undang-undang
No«O tersebut diatas; ;

bahwa sementara belum ada Peraturan Presiden teatang kee
dudukap hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keummgan
Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota: Badan
Pemer{ksa Keusngan sebagaimna dimaksud dalas pasal 3
Peraturan Pemerintah Penggarti Undang-undang No.6 tahun
1964, dianggap perlu untuk memberiksn kedudukan sebagai
Ment eri/Pegawai golongan F/VIII P.G.P.N. - 1961 kepa

para Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinam Badan
Pemeriksa Keuanganj i

bahwa dianggap perlu memberikan gadji dan fasilitas-fa-
silitas Menteri kepada para Peueriksa Keuangan Agang Mue
da/ngota Pimiznan Badan Pemeriksa Keuangan selams me-
reka berkedudukan sebagai Menterij

bahwa : ;

1s Sdr. Sukardan S.H., Pegawai diperbantukan pada Deper-
temn Perhubingan Laut jo. pada Badan Perentjamaan/
Pemban gunan Nasional (Bappenas)j

2. Sdr. H.A. Pandelaki, Kepala Direktorat Bea dan Tjukat
Departemen Urusan Pendapatan, Pembdajaan dan Pengawasan;

3¢ Sdr. Mochtar Usman S.H., Sekretaris Menmteri Urusan
Anggaran Negara; -

ke Sdr. Drs. Radius Prawiro, Kepala Kantor Akuntan Negara
Direktorat Akuntan Negara pada Departemen Urusan Pen- .
dapatan, Pembia jaan dan Pengawasan

masing-masing dipandang tJjakap dan memenuhi sjarat-sjarat
untuk diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan hd
Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kedudukan
sebagal Ment eri/Pegawal golongan F/VIII P.G.P.N.=1961;
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Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dau pasal 17 Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Pemerintah Penggamti Undang-undang No.6 tahun
196/ (Lembaran Negara tahun 1964 Noekl);

3. Keputusan-kepwusan Presiden Republik Indonesia Bo.158
dan No.215 tahun 1964;

MEMUTUSKAN:

uenotépkan :

Sambil menunggu peraturan kedudukan hukum dan kedudukan
keuangan Pemer iksa Xeuanﬁn Agung, Pemeriksa Kevangan Nuda
dan Anggota Badan Pemeriksa

Keuangan ex saaal 3 Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964, mengangkat terhitung
mulai tanggal 1 Maret 1965 :

CN l. Sdr. Sukardan S.H., Pegawal diiaerbant.nkan pada Departemsn
\, Perhubungan Laut jo. pada Badan Perent janaan/Pembangunan
Nasional (Bappenas);

2. Sdr. H.A. Pandelaki, Kepala Direktorat Bea dan Tjukai
Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;

3. Sdr. Nochtar Usman SOHO’ Sekretaris Nenteri Urusan Mg&*
] ran Negaraj

L. Sdr. Drs. Radius Prawiro, Kepala Kantor Akuntan Negara,
Direktorat Akuntan Negara pada Departemen Urusan Penda-
patan, Pembiajaan dan Pengawasanj .

" masing-masing sebagai Pemeriksa Kewangan Agung Muda/Anggota
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kedudukan sebagai Menteri/
Pegawai golongan F/VIII P.G.P.N.»1961, dengam diberi gadji dam fa-
silitas-fasilitas lainnja sebagal Menteri. - £

SALINAN Surat Keputusan ini disampalkan untuk diketahui kepada

l. Presidium Kabinet Dwikora,
C\ ‘ 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
: 3. Para Menteri,
4o Sekretariat HNegara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor (10 x)
6. Kantor Urusan Pegawai di DJjakarta, '
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Direktorat Perdjalanan Negeri di DJjakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampai kan kepada Jjang berkepentingan
untuk diketaghui dan diindahkan. ]

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret. &  1965.
/’PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




